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PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam

sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT  ,  tempat  tanggal  lahir  Lhokseumawe,  10  Januari  1981,  NIK.

6271035001810001  lindaaceh.lw@gmail.com,  agama  Islam,

pendidikan  S1,  pekerjaan  POLRI,  tempat  kediaman  di  Kota

Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT  , tempat  tanggal  lahir  Pamekasan,  27  Juli  1978,  NIK.

6271032707780002,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

POLRI,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Pulang  Pisau,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  22

Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  344/Pdt.G/2024/PA.Plk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2003 M. bertepatan dengan 25

Zulhijjah  1423  H,  Penggugat  dengan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kuta Alam, Kota Banda Aceh sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah

Nomor 041/19/11/2003 tanggal 27 Februari 2003;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  mengambil  tempat

kediaman di Kota Palangkaraya selama kurang lebih 14 tahun dan selanjutnya

tinggal di Kota Palangkaraya selama kurang lebih 4 tahun dan sebagai tempat

kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan telah dikaruniai 2 orang anak,

masing-masing bernama: 

a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271032312040001, tempat tanggal lahir

Pamekasan, 23 Desember 2004, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA,

dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat; 

b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271026008080002, tempat tanggal lahir

di Sigli, 20 Agustus 2008, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SMA kelas

2, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak  2014  rumah tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  tidak

harmonis  dengan  adanya  perselisihan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

yang terus menerus disebabkan antara lain: 

a. Tergugat seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat; 

b. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

kepada Penggugat; 

c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

d. Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain; 

e. Tergugat seringkali menuduh Penggugat bahwa Penggugat menjalin

hubungan dengan laki-laki lain;  

f. Tergugat  seringkali  mengucapkan  kata  Talak  dan  menyuruh

Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga
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membuat  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup  berumah

tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa  puncaknya  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih Desember 2021, yang akibatnya antara

Penggugat dengan Tergugat pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan

tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah ada usaha untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian  tersebut  rumah tangga antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

merupakan  alternatif  terakhir  bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan

permasalahannya;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menetapkan  perkawinan  antara  Penggugat  (PENGGUGAT  )  dan  Tergugat

(TERGUGAT ) putus karena perceraian;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang
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menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil

atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Plk

tanggal 27 Agustus 2024 dan 2 September  2024 telah dipanggil secara resmi dan

patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi  tidak dapat  dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa,  Majelis  telah  memberikan  nasihat  agar  Penggugat  dapat

mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat selaku Anggota Polri, telah pula melampirkan Surat Izin

untuk bercerai dari Surat Kepala Kepolisian Daerah Kalteng, tanggal 31 Juli 2024,

Nomor:  SISC/4/VII/KEP.7/2024,  yang  dikeluarkan  oleh  Karo  SDM  atas  nama

Kepala Kepolisian Daerah Kalteng, tanggal 31 Juli 2024; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di

persidangan,  maka  jawaban  Tergugat atas  gugatan  Penggugat tidak  dapat

didengarkan;

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/19/11/2003 tanggal 27 Februari

2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi

Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazegelen, kemudian

oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode bukti P.1; 

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271035001810001 atas

nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa
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oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

telah di nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal

serta diberi kode bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1.  SAKSI I, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 23 November 1980,

agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan

Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya  saksi  mengucapkan  sumpah  dengan  lafaz  sebagai  berikut  :

“”Demi  Tuhan  saya  berjanji  bahwa  saya  didalam  persidangan  ini  akan

memberikan  keterangan  yang  benar  dan  tidak  lain  dari  pada  yang

sebenarnya”;

Di  bawah  janjinya   memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman sekantor

Penggugat  dan  saksi  kenal  dengan  Tergugat  karena  Tergugat  satu

angkatan dengan saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2022, ketika Penggugat

menjadi atasan saksi; 

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

sah; 

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanggal Penggugat dan Tergugat menikah,

karena sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat status mereka

sudah sebagai suami istri; 

- Bahwa  setahu  saksi  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di  kota

Palangkaraya,  namun sekarang  Tergugat  sudah  tidak  tinggal  di  Asrama

tersebut dan tinggal di Perumahan di Kota Palangkaraya; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang

saat ini keduanya diasuh oleh Penggugat; 

- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sejak  saksi  kenal  mereka  sudah  tidak  harmonis  lagi  dan  sudah  pisah
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tempat tinggal; 

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat

sehingga mengakibatkan mereka pisah rumah dikarenakan Tergugat tidak

memiliki  rasa  tanggung  jawab  terhadap  anak-anak  Penggugat  dan

Tergugat,  bahkan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Pengugat

dan Tergugat; 

- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  sebab  lainnya  yang  mengakibatkan

ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  penyebab  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat; 

- Bahwa saksi tidak pernah melihat melihat atau mendengar Penggugat dan

Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah

rumah dan tidak tinggal bersama lagi; 

- Bahwa  yang  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat

tinggal sejak saksi kenal mereka pada tahun 2022, namun menurut cerita

teman-teman di kantor, Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat

tinggal; 

- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pernah lagi berkomunikasi; 

- Bahwa setahu saksi sudah pernah dilakukan upaya mediasi oleh atasan di

Kantor sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil, kemudian dikeluarkan

surat izin bercerai; 

- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan

lagi; 

Saksi 2.  SAKSI II, tempat tanggal lahir Magetan, 13 Agustus 1974, agama

Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  Pegawai  Negeri  Sipil  POLRI,  bertempat

tinggal di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

 Selanjutnya  saksi  mengucapkan  sumpah  dengan  lafaz  sebagai  berikut  :

“Wallahi,  Demi Allah saya bersumpah bahwa saya didalam persidangan ini

akan  memberikan  keterangan  yang  benar  dan  tidak  lain  dari  pada  yang
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sebenarnya”;

Di  bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

teman sekantor Penggugat dan juga tetangga Penggugat dan Tergugat di

Asrama Kepolisian; 

- Bahwa  saksi  bertetangga  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  di  Asrama

Kepolisian sudah lama:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang

sah; 

- Bahwa saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena

ketika saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat status mereka

sudah suami istri; 

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota

Palangkaraya,  dan saat  ini  Penggugat  masih tinggal  di  Asrama tersebut

sedangkan Tergugat tinggal di Kota Palangkaraya; 

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini

kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa setahu saksi Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat terjadi sejak tahun 2018; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain; 

- Bahwa  sebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat yang lainnya karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab

kepada  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat,  bahkan  ketika  anak
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Penggugat  mengalami  kecelakaan  dan  dioperasi,  Tergugat  juga  tidak

pernah datang untuk menjenguk; 

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut

karena saksi  pernah melihat  Tergugat  bersama wanita  lain  dan seorang

anak perempuan yang wajahnya mirip dengan Tergugat sedang bersama di

sebuah ATM di Kota Palangka Raya dan saksi juga tahu jika Tergugat tidak

pernah menjenguk anaknya ketika sedang sakit; 

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  atau  mendengar  secara  langsung

Pengugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah melihat Penggugat

dalam keadaan menangis kemudian mengadu kepada saksi bahwa habis

bertengkar dengan Tergugat; 

- Bahwa  setahu  saksi  sejak  tahun  2018,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

pisah tempat tinggal; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi

berkomunikasi; 

- Bahwa  sudah  pernah  dilakukan  upaya  mediasi  oleh  Pimpinan  Kantor

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan

lagi; 

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima  dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah
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sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  hanya  Penggugat yang  selalu

hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Anggota Polri, yang tunduk

dan patuh pada Aturan Undang-undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

RI No.9 Tahun 2010. Telah pula melampirkan Surat Izin untuk bercerai dari Surat

Kepala  Kepolisian  Daerah  Kalteng,  tanggal  31  Juli  2024,  Nomor:

SISC/4/VII/KEP.7/2024,  yang  dikeluarkan  oleh  Karo  SDM  atas  nama  Kepala

Kepolisian Daerah Kalteng, tanggal 31 Juli 2024; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya

tersebut  disebabkan  oleh  suatu  halangan  yang  sah,  maka  Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat

diperiksa  dan  diputus  secara  verstek,  gugatan  Penggugat dapat  diperiksa  dan

diputus secara verstek,  sebagaimana  dalil  dalam kitab I’anatut  Thalibin  juz IV

halaman 338 yang berbunyi  ; 

حجة        لمدع كان ان جائز غائب على والقضاء

Artinya  :   Hakim  boleh  memutus  perkara  atas  orang  yang  tidak  hadir  (ghaib)

apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ;

Menimbang,  bahwa alasan pokok Penggugat  mengajukan gugatan cerai

adalah karena sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak

harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang

terus menerus disebabkan antara lain: 
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a. Tergugat seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat; 

b. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga

kepada Penggugat; 

c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

d. Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain; 

e. Tergugat seringkali menuduh Penggugat bahwa Penggugat menjalin

hubungan dengan laki-laki lain;  

f. Tergugat  seringkali  mengucapkan  kata  Talak  dan  menyuruh

Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga

membuat  Penggugat  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  hidup  berumah

tangga bersama Tergugat;

Puncaknya  terjadi  sekitar  Desember  2021,  yang  akibatnya  antara  Penggugat

dengan Tergugat pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama

adalah Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak  membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena Tergugat  tidak

pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta

autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan

aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut

menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27

Februari  2003,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh  Penggugat,

maka  bukti  P.1  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah  pasangan  suami  istri  sah,

menikah pada tanggal 27 Februari 2003, sebagaimana didalilkan Penggugat pada

posita angka (1), maka  Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  bahwa  Penggugat berdomisili  di  Kota

Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga telah  mengajukan saksi-saksi  yaitu:

SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah

diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan  keterangan  secara  terpisah  di  bawah  sumpah  di  muka  sidang,

keterangan kedua saksi  secara materil  saling bersesuaian satu sama lain  dan

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga  keterangan  kedua  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis dan

keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang

disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat  terikat  perkawinan  sah  yang

menikah pada tanggal 27 Februari 2003;

 Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: 

ANAK  KANDUNG  I,  NIK  6271032312040001,  tempat  tanggal  lahir

Pamekasan,  23  Desember  2004,  jenis  kelamin Laki-laki,  Pendidikan SLTA,

dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat; 
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ANAK KANDUNG II, NIK 6271026008080002, tempat tanggal lahir di Sigli, 20

Agustus  2008,  jenis  kelamin  Perempuan,  pendidikan  SMA kelas  2,  dan

sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat

rukun dan harmonis,  namun sejak 2014 yang lalu telah terjadi  perselisihan

dan pertengkaran suami istri; 

 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan suami istri tersebut karena

Tergugat seringkali berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat; 

Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada

Penggugat; 

Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; 

Tergugat seringkali menjalin hubungan dengan wanita lain; 

Tergugat  seringkali  menuduh  Penggugat  bahwa  Penggugat  menjalin

hubungan dengan laki-laki lain;  

Tergugat seringkali mengucapkan kata Talak dan menyuruh Penggugat untuk

mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga membuat Penggugat

sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;

 Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah

tempat tinggal sejak Desember 2021 dan meninggalkan kediaman bersama

adalah Tergugat hingga sekarang sudah berjalan sekitar selama 2 tahun 8

bulan;

 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak berkomunikasi lagi;

 Bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  untuk  mendamaikan  Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta  bahwa antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian pisah

tempat  tinggal  sejak  Desember  2021  hingga  sekarang,  maka  hal  tersebut

menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara  Penggugat dengan Tergugat

telah  terjadi  secara  terus  menerus,  hal  mana  sesuai  dengan  Yurisprudensi
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 149/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari

1998 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa

berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami istri adalah merupakan indikasi

telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa selama hidup berpisah sejak

Desember 2021 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

pernah saling berkomunikasi lagi, maka dapat diduga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan

nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak

berhasil  bahkan  Penggugat  telah  bertekad  untuk  bercerai,  maka  hal  itu

menunjukkan  bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat

didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  suami  istri  yang  tidak  dapat  lagi  untuk

didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah

(broken marriage);

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  perkawinan  telah  pecah,  maka  dapat

dipastikan perkawinan tersebut  tidak  akan dapat  mencapai  tujuan perkawinan,

yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah,

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam danal-Qur’an surah ar-Ruum ayat 21,

maka  perkawinan  tersebut  tidak  bermanfaat  lagi  untuk  dipertahankan  karena

hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena

itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang

lebih  besar,  maka  Pengadilan  berpendapat  jalan  yang  terbaik  adalah
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membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari  Tergugat  telah

sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid

2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اذا ادعت الزوجة اضرارالزوج بها بما لايستطاع معه دوام
العشرة بين امثلهما ايجوز لها ان تطلب من القاضى التفرايق
وحينئذ ايطلقها القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya:  Apabila  seorang  istri  menggugat  suaminya  telah  memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk
bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada
hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya
dengan  talak  bain  jika  terbukti  kemadaratan  dan  sulit  untuk
mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas,

maka  pengadilan  berpendapat  gugatan  Penggugat  telah  cukup  beralasan

sebagaimana  dikehendaki  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang,  bahwa  karena  gugatan  cerai  Penggugat  cukup  beralasan,

maka  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan,  sehingga  Pengadilan  dapat

menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana

diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’iyah

sebagai berikut: 

a. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi:

Artinya:  Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak

akan  dijatuhkan  kecuali  apabila  isteri  tersebut

menggugat/memintanya; 
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b. Dalil yang berbunyi: 

Artinya:  Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,

maka  hakim  menjatuhkan  talak  satu  suami  terhadap  isteri

tersebut;

c.    Dalil yang berbunyi: 

 

Artinya:    Menolak  kemudharatan lebih  utama dari  pada mengharap

kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama

Palangka Raya pada hari  Senin tanggal  sembilan  bulan September tahun dua
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ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal lima bulan Rabi’ul Awwal

tahun  seribu  empat  ratus  empat  puluh  enam  Hijriah  oleh  Dra.  Hj.  Zuraidah

Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H.

Akhmad  Baihaqi, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eka Dian Puspitasari,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat. 

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mulyani, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Akhmad Baihaqi
Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran

- Proses

- Panggilan

- PNBP Panggilan P+T 

- Redaksi 

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000

75.000

46.000

20.000

10.000
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- Meterai Rp. 10.000

- Jumlah Rp. 191.000
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 
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